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Abstract. Sharia mutual fund investment in Indonesia is now increasingly in demand by 

the public, especially by investors who prioritize sharia principles in managing their 

finances. This study aims to analyze existing regulations related to consumer protection 

in sharia mutual fund investment and evaluate their impact on investor confidence levels. 

The results of the study indicate that although there are regulations such as Law Number 

8 of 1999 concerning Consumer Protection and regulations issued by the Financial 

Services Authority (OJK) which provide a legal framework for consumer protection, there 

are still some gaps in norms and implementation that do not fully guarantee the rights of 

sharia mutual fund investors. Some of the problems identified are the lack of transparency 

in fund management, minimal education for consumers regarding investment risks, and 
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limited effective dispute resolution mechanisms. As a step towards improvement, this 

study recommends the need to strengthen regulations through the preparation of more 

specific rules for sharia mutual funds, increased supervision by the OJK, and the 

implementation of ongoing education programs for the community. With these steps, it is 

hoped that a safer, more transparent, and more trusted sharia investment ecosystem can 

be formed, so that it can increase investor confidence while supporting the growth of the 

sharia financial industry in Indonesia. The formulation of the problems taken in this study 

are: 1. How effective are existing regulations in providing legal protection for consumer 

rights in sharia mutual fund investments in Indonesia? 2. What is the impact of the legal 

protection applied to investor confidence in making sharia mutual fund investments?. 

Keywords: Consumer Protection, Sharia Mutual Fund Investment, Regulation. 

 

Abstrak. Investasi reksa dana syariah di Indonesia kini semakin diminati oleh 

masyarakat, khususnya oleh para investor yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah 

dalam pengelolaan keuangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

regulasi yang ada terkait perlindungan konsumen dalam investasi reksa dana syariah dan 

mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat kepercayaan investor. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan konsumen, masih 

ada beberapa kekosongan norma dan implementasi yang belum sepenuhnya menjamin 

hak-hak investor reksa dana syariah. Beberapa masalah yang teridentifikasi adalah 

kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, minimnya edukasi kepada konsumen 

mengenai risiko investasi, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang 

efektif. Sebagai langkah menuju perbaikan, penelitian ini merekomendasikan perlunya 

penguatan regulasi melalui penyusunan aturan yang lebih spesifik untuk reksa dana 

syariah, peningkatan pengawasan oleh OJK, serta pelaksanaan program edukasi 

berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat 

terbentuk ekosistem investasi syariah yang lebih aman, transparan, dan terpercaya, 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendukung pertumbuhan 

industri keuangan syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian 



ini adalah: 1. Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap hak konsumen dalam investasi reksa dana syariah di Indonesia? 2. Apa 

dampak dari perlindungan hukum yang diterapkan terhadap kepercayaan investor dalam 

melakukan investasi reksa dana syariah?. 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Investasi Reksa Dana Syariah, Regulasi. 

 

LATAR BELAKANG 

Investasi adalah salah satu elemen penting dalam perekonomian yang berperan 

dalam meningkatkan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. 

Di Indonesia, investasi tidak hanya sekadar sarana untuk menambah kekayaan pribadi, 

tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Salah satu instrumen investasi yang semakin diminati oleh masyarakat adalah reksa dana 

syariah. Produk keuangan ini dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam, 

yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). 

Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi yang berpengalaman, reksa 

dana syariah menawarkan peluang bagi masyarakat Muslim untuk berinvestasi dengan 

cara yang etis dan bertanggung jawab.1  

Tren positif dalam pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia terlihat 

jelas dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya investasi berbasis syariah yang tidak hanya 

mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral dan religius. Data dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah 

investor produk reksa dana syariah setiap tahunnya. Selain itu, semakin banyak manajer 

investasi yang meluncurkan produk-produk berbasis syariah untuk memenuhi permintaan 

pasar yang terus berkembang. Masyarakat kini semakin terbuka untuk memilih instrumen 

investasi yang selaras dengan ajaran agama mereka.  

Namun, meskipun reksa dana syariah memiliki potensi yang besar, perlindungan 

hak konsumen dalam investasi ini masih merupakan isu penting yang memerlukan 

perhatian serius. Di sini, konsumen adalah para investor yang mempercayakan dananya 

kepada manajer investasi untuk dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Karena produk ini 

 
1 D, Nadila, D, Epty Hidayaty, Dkk. 2023. Pemahaman Investasi, Motivasi Investasi Dan Minat Investasi 

Di Pasar Modal.Karawang: Jurnal Pijar. 
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melibatkan masyarakat luas, perlindungan terhadap konsumen menjadi hal yang 

fundamental untuk 

diperhatikan. Sayangnya, banyak konsumen masih menghadapi berbagai risiko, 

seperti kurangnya pemahaman terhadap produk investasi, potensi kerugian akibat 

pengelolaan dana yang tidak transparan, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian 

sengketa ketika timbul masalah. Hal ini menegaskan bahwa meskipun reksa dana syariah 

memiliki peluang besar untuk berkembang, terdapat tantangan serius terkait perlindungan 

hukum bagi konsumen.2 

Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam sektor jasa 

keuangan di Indonesia sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

memberikan kerangka hukum untuk perlindungan konsumen secara umum. Namun, 

pelaksanaan regulasi ini dalam konteks reksa dana syariah masih menghadapi kendala. 

Salah satu masalah utama adalah kurangnya aturan spesifik yang mengatur perlindungan 

konsumen untuk produk investasi berbasis syariah. Ketidakjelasan dalam regulasi ini 

dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk 

mengabaikan hak-hak investor. 

Transparansi dalam pengelolaan reksa dana syariah juga menjadi isu yang sangat 

penting. Banyak investor tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi 

mengenai kinerja investasi, biaya-biaya yang dikenakan, serta risiko- risiko yang terkait 

dengan produk tersebut. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang reksa dana 

syariah memperburuk situasi ini. Banyak investor yang membuat keputusan investasi 

tanpa pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen maupun 

risiko yang mungkin terjadi. 

Kepercayaan investor adalah elemen krusial bagi keberhasilan industri keuangan 

syariah di Indonesia. Jika perlindungan hukum terhadap hak konsumen tidak memadai 

atau regulasi tidak diterapkan secara efektif, hal ini dapat menurunkan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap produk reksa dana syariah. Penurunan kepercayaan ini 

tidak hanya akan menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah tetapi juga dapat 

 
2 E, Syuhada. 2023. Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Sertifikasi 

Halal. Sanggatta: Jurnal Ekonomi Syariah 



merugikan investor secara finansial dan membatasi kesempatan pengembangan lebih 

lanjut dalam instrumen keuangan berbasis syariah.3  

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang 

berkaitan dengan perlindungan hak konsumen dalam investasi reksa dana syariah di 

Indonesia serta menilai dampaknya terhadap tingkat kepercayaan investor. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis data sekunder yang 

mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen 

terkait lainnya. Diharapkan, dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran komprehensif mengenai efektivitas regulasi perlindungan konsumen serta 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas regulasi dan 

pelaksanaannya. 

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, mengingat semakin banyaknya 

masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dalam produk keuangan berbasis 

syariah. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi reksa dana 

syariah, penting bagi regulator dan pelaku industri untuk memahami serta memenuhi 

kebutuhan perlindungan konsumen. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi yang ada 

diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan reksa dana syariah. 

Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih mendalam 

tentang pentingnya perlindungan hak konsumen dalam investasi reksa dana syariah 

dan dampaknya terhadap kepercayaan investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik di sektor keuangan 

syariah sekaligus mendukung pertumbuhan industri secara berkelanjutan 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah penelitian yang 

diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap hak konsumen dalam investasi reksa dana syariah di 

Indonesia? 

 
3 S, Fathiyah, N, Nurhasanah. 2020. Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad 

Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.Tanggerang: Jurnal Hukum Replik 
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2. Apa dampak dari perlindungan hukum yang diterapkan terhadap kepercayaan 

investor dalam melakukan investasi reksa dana syariah? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada 

analisis regulasi yang mengatur perlindungan hak konsumen dalam investasi reksa 

dana syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk mengevaluasi 

efektivitas regulasi yang berlaku serta dampaknya terhadap kepercayaan investor. 

Dalam rangka itu, metode penelitian deskriptif kualitatif diterapkan untuk 

memberikan pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian, yaitu 

perlindungan hak konsumen. Dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat 

melakukan analisis mendalam untuk memahami hubungan antara regulasi dan tingkat 

kepercayaan investor, serta mengidentifikasi celah- celah hukum yang mungkin ada 

dalam perlindungan konsumen. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan mencakup 

berbagai dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

berkaitan dengan investasi reksa dana syariah. Selain itu, literatur hukum, termasuk buku, 

artikel ilmiah, dan jurnal akademik yang relevan, juga dianalisis sebagai bagian dari 

sumber data. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti menelusuri 

dan menganalisis dokumen hukum serta literatur terkait untuk mengumpulkan informasi 

yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dengan praktisi di bidang hukum dan 

investasi juga dapat dilakukan untuk memperoleh perspektif tambahan mengenai 

implementasi regulasi. 

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, di mana peneliti 

mengorganisir data yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan 

yang ada. Proses analisis ini mencakup identifikasi pola atau tema utama serta evaluasi 

efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan utama 

penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana regulasi perlindungan hak konsumen 

dalam investasi reksa dana syariah dapat meningkatkan kepercayaan investor. Oleh 

karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi 



pengembangan kebijakan publik di sektor keuangan syariah dan mendukung 

pertumbuhan industri secara berkelanjutan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagaimana Efektivitas Regulasi Yang Ada Dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Investasi Reksa Dana Syariah Di 

Indonesia? 

Investasi reksa dana syariah di Indonesia semakin menarik perhatian, terutama di 

kalangan masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Reksa 

dana syariah tidak hanya menawarkan potensi keuntungan finansial, tetapi juga selaras 

dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan terhadap riba, ketidakpastian, dan investasi di 

sektor- sektor yang diharamkan, seperti perjudian atau alkohol. Dalam hal ini, regulasi 

yang efektif sangat penting untuk melindungi konsumen, sehingga mereka dapat 

berinvestasi dengan aman dan mendapatkan informasi yang transparan mengenai produk 

yang mereka pilih. Tujuan dari regulasi ini adalah menciptakan keadilan, mencegah 

praktik merugikan, dan menjaga integritas pasar modal syariah.4 

Kerangka hukum utama yang mengatur investasi reksa dana syariah di Indonesia 

terdiri dari beberapa peraturan penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal menjadi landasan hukum bagi pengelolaan pasar modal di Indonesia, 

termasuk reksa dana. Undang- undang ini mendasari pengembangan produk investasi 

serta mekanisme pengawasan yang melindungi kepentingan investor. Dalam perannya, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai lembaga pengawas pasar modal yang 

memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan investasi berbasis 

syariah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK. 04/2019 tentang Reksa Dana 

Berbasis Syariah. Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan, pengelolaan, dan 

pengawasan reksa dana syariah agar sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta 

mewajibkan setiap manajer investasi memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk 

memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah5. 

 
4 S, Sundoro, S, Handayani. 2018. Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah di Indonesia dan 

Arab Saudi dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen. Malang: Universitas Brawijaya, 

repositori.ub.ac.id. 226 halaman 
5 Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jakarta: 

Kementerian Sekretariat Negara, halaman 31. 
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OJK memiliki peran krusial dalam melindungi hak konsumen melalui pendekatan 

pencegahan dan penegakan hukum. Pendekatan pencegahan dilakukan dengan 

mengeluarkan regulasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

reksa dana syariah. Sebagai contoh, OJK mewajibkan manajer investasi untuk 

menyediakan prospektus yang berisi informasi lengkap mengenai produk reksa dana, 

termasuk risiko, biaya, strategi investasi, dan komposisi aset. Informasi ini harus 

disajikan secara jelas agar konsumen dapat memahaminya sebelum membuat keputusan 

investasi. Selain itu, keberadaan DPS sebagai mekanisme tambahan memastikan bahwa 

setiap aktivitas investasi mematuhi prinsip-prinsip syariah, dengan tugas memberikan 

rekomendasi dan memantau kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN- MUI). 

Pendekatan penegakan hukum dilakukan melalui tindakan terhadap pelanggaran 

regulasi oleh pihak-pihak tertentu. OJK berwenang memberikan sanksi administratif 

kepada manajer investasi atau lembaga keuangan yang melanggar aturan tersebut. Sanksi 

ini dapat berupa denda, penghentian  kegiatan  usaha,  hingga  pencabutan  izin  

operasional Penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar dan 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah. Dengan adanya 

pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, hak-hak konsumen dapat terlindungi dari 

potensi penyalahgunaan atau praktik curang. 

Di samping OJK, DSN-MUI juga memiliki peran penting dalam memastikan 

bahwa produk reksa dana syariah memenuhi prinsip-prinsip Islam. DSN-MUI bertugas 

mengeluarkan fatwa terkait kriteria investasi halal dan memberikan sertifikasi kepada 

produk-produk investasi berbasis syariah. Fatwa dari DSN-MUI menjadi panduan bagi 

manajer investasi dalam memilih aset yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio reksa 

dana syariah. Sebagai contoh, DSN-MUI melarang investasi di perusahaan- perusahaan 

yang terlibat dalam sektor perjudian, alkohol, atau praktik riba. Kerja sama antara OJK 

dan DSN-MUI dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah secara berkala turut 

membantu menjaga integritas produk reksa dana syariah di Indonesia6. 

 
6 N, Astrie, Suriaatmaja, Toto Tohir. 2022. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan 

Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana 

Asuransi Pendidikan kepada Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. 

Bandung: Jurnal Bandung Conference Series: Studi Hukum 



Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memainkan peran krusial 

dalam melindungi hak-hak konsumen di sektor keuangan, termasuk dalam produk reksa 

dana syariah. Tugas BPKN mencakup penanganan pengaduan dari konsumen terkait 

produk dan layanan keuangan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai 

hak-hak mereka sebagai investor. Dalam ranah reksa dana syariah, BPKN berusaha 

memastikan bahwa investor memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang produk 

yang mereka pilih, sehingga bisa mencegah penipuan atau kesalahpahaman. 

Meski kerangka regulasi yang ada sudah cukup komprehensif, implementasinya 

masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas perlindungan 

hukum bagi konsumen. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan 

masyarakat Indonesia mengenai produk reksa dana syariah dan hak-hak mereka sebagai 

investor. Banyak orang belum sepenuhnya memahami risiko dan manfaat dari investasi 

ini, sehingga sering kali mengambil keputusan yang kurang bijak atau bahkan merugikan 

diri mereka. Oleh karena itu, edukasi keuangan menjadi sangat penting agar masyarakat 

dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi. 

Selain itu, tidak semua manajer investasi secara konsisten mematuhi prinsip-

prinsip syariah atau transparansi informasi seperti yang diatur dalam regulasi. Beberapa 

laporan menunjukkan adanya kurangnya keterbukaan terkait biaya dan risiko yang 

melekat pada produk reksa dana syariah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di 

kalangan investor dan berpotensi menyebabkan sengketa antara manajer investasi dan 

pemegang unit penyertaan. Oleh karena itu, penting bagi OJK untuk terus meningkatkan 

pengawasan terhadap praktik-praktik manajer investasi agar tetap sesuai dengan 

ketentuan hukum dan prinsip syariah.7 

Pengawasan OJK juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya 

manusia dan teknologi untuk memantau semua aktivitas manajer investasi di Indonesia 

secara efektif. Meskipun OJK telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM dan 

memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan pasar modal, keterbatasan ini tetap 

menjadi hambatan dalam memastikan perlindungan hukum bagi konsumen berjalan 

dengan optimal.  

 
7 A, Asriati, S, Badu. 2021. Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor 

sebagai Konsumen.Makassar: Jurnal PLENO JURE 



 

 

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK 

KONSUMEN DALAM INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI 

INDONESIA: EVALUASI TERHADAP REGULASI YANG ADA 

DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN INVESTOR 

10 JMA - VOLUME 3, NO. 4, APRIL 2025 

 

 

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam melindungi hak konsumen di 

sektor reksa dana syariah, diperlukan langkah-langkah sinergis antara pemerintah, 

lembaga pengawas, dan masyarakat itu sendiri. Pertama, pemerintah sebaiknya 

meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kampanye edukasi mengenai produk 

reksa dana. 

syariah dan hak-hak konsumen, yang dapat dilakukan melalui seminar, workshop, 

media sosial, serta program pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi. Kedua, 

OJK perlu memperkuat mekanisme pengawasannya dengan memanfaatkan teknologi 

digital seperti analitik big data untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal, 

sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sebelum masalah berkembang lebih besar. 

Ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran harus dilakukan dengan tegas, 

memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tanpa pandang bulu, demi menjaga 

integritas pasar modal syariah di Indonesia. Keempat, kolaborasi antara OJK, DSN-MUI, 

BPKN, dan lembaga lainnya perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem 

perlindungan konsumen yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap produk-produk berbasis syariah8. 

Secara keseluruhan, regulasi yang ada di Indonesia cukup memadai dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang berinvestasi di reksa dana syariah. 

Hal ini terlihat dari berbagai peraturan yang ditetapkan oleh OJK, fatwa DSN-MUI, serta 

dukungan dari BPKN. Namun, efektivitas perlindungan ini masih menghadapi beberapa 

tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat dan keterbatasan 

sumber daya dalam implementasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif 

dari pemerintah, lembaga pengawas, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi 

keuangan, memperkuat penegakan hukum, dan menciptakan ekosistem pasar modal 

syariah yang lebih transparan, aman, dan terpercaya. 

 

Apa Dampak Dari Perlindungan Hukum Yang Diterapkan Terhadap Kepercayaan 

Investor Dalam Melakukan Investasi Reksa Dana Syariah? 

 
8 D, Savitri, S, Puspitasari, C, Maharani. 2023. Peranan Ojk Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi 

Simpan Pinjam.Mranggen: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis 



Perlindungan hukum dalam investasi reksa dana syariah di Indonesia memiliki 

peranan yang sangat vital dalam membangun dan menjaga kepercayaan investor. 

Kepercayaan ini merupakan elemen krusial dalam dunia investasi, terutama pada sektor 

keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Di sini, investor tidak hanya mengejar 

keuntungan finansial, tetapi juga ingin memastikan bahwa investasi mereka selaras 

dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, perlindungan hukum memberikan jaminan 

bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan aman, transparan, dan sesuai dengan 

ajaran Islam. Dengan dukungan perlindungan hukum yang kuat, investor merasa lebih 

tenang dalam menempatkan modal mereka pada produk reksa dana syariah9. 

Salah satu komponen penting dari perlindungan hukum adalah adanya kerangka 

regulasi yang jelas dan komprehensif. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai 

aktivitas dalam pasar modal, termasuk reksa dana syariah. Undang-undang ini 

menetapkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam investasi, serta 

memberikan kepastian hukum bagi investor dan manajer investasi. Selain itu, Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas berperan sentral dalam memastikan 

bahwa seluruh aktivitas di pasar modal berjalan sesuai regulasi yang berlaku. OJK juga 

mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK. 04/2019 tentang Reksa Dana Berbasis 

Syariah, yang secara spesifik mengatur penerbitan dan pengelolaan produk reksa dana 

syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan adanya regulasi ini, 

investor merasa lebih aman karena mereka mengetahui adanya aturan yang jelas untuk 

melindungi hak-hak mereka Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap 

manajer investasi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan investor. DPS 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi mematuhi 

prinsip-prinsip syariah, termasuk pemilihan aset yang halal dan menghindari investasi di 

sektor-sektor yang haram, seperti perjudian, alkohol, atau riba. Dengan adanya DPS, 

investor Muslim dapat yakin bahwa produk reksa dana syariah yang mereka pilih tidak 

hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai agama 

mereka. Keyakinan ini sangat penting, mengingat banyak investor memilih reksa dana 

 
9 N, Mena Amertha, A, Anwar. 2022. Kewajiban Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap Jenis dan 

Penerapan Akad Serta Perlindungan Hukum Bagi Investor. Yogyakarta: Jurnal Hukum Bisnis Islam 
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syariah tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi 

kewajiban agama mereka10. 

Salah satu dampak positif dari perlindungan hukum adalah meningkatnya rasa 

aman bagi investor, berkat adanya pengawasan dan transparansi informasi. OJK 

mewajibkan manajer investasi untuk menyediakan prospektus yang berisi informasi 

lengkap mengenai produk reksa dana syariah, termasuk strategi investasi, risiko, biaya, 

serta portofolio aset. Informasi ini harus disampaikan secara jelas dan transparan agar 

investor dapat memahami karakteristik produk sebelum membuat keputusan investasi. 

Ketika investor merasa memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan jelas, 

kepercayaan mereka terhadap produk tersebut meningkat, dan mereka lebih yakin untuk 

berinvestasi. Transparansi ini juga membantu mengurangi risiko kesalahpahaman atau 

penipuan yang dapat merugikan konsumen. 

Perlindungan hukum bagi reksa dana syariah mencakup mekanisme sanksi bagi 

pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi atau pihak lain yang terlibat. Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif 

kepada pihak yang melanggar regulasi, seperti denda, pembekuan aktivitas usaha, hingga 

pencabutan izin operasional. Mekanisme penegakan hukum ini memberikan kepastian 

kepada investor bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti dan ada konsekuensi nyata 

bagi pihak yang tidak mematuhi aturan. Dengan adanya lembaga pengawas yang tegas, 

investor merasa lebih yakin bahwa hak-hak mereka akan dilindungi jika terjadi masalah 

atau pelanggaran11. 

Meski perlindungan hukum telah berdampak positif terhadap kepercayaan 

investor, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat 

perlindungan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan 

masyarakat mengenai produk reksa dana syariah dan hak-hak mereka sebagai konsumen. 

Banyak orang di Indonesia yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan risiko dari 

investasi ini, sehingga sering kali mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak 

 
10 E, Lubis, H, Susanto. 2019. Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya 

Melindungi Investor. Jakarta: Jurnal Hukum dan Bisnis 
11 Vurista, Camelia Ria. 2019. Peran Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan 

dalam Melindungi dan Mengawasi Investor dari Investasi Ilegal. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 1 halaman 



lengkap atau salah. Oleh karena itu, edukasi keuangan sangat penting agar masyarakat 

dapat mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan berbasis informasi. 

Tantangan lain muncul dari adanya pelanggaran oleh manajer investasi yang dapat 

merusak reputasi pasar modal syariah di Indonesia. Meskipun kasus-kasus semacam ini 

relatif jarang jika dibandingkan dengan total produk reksa dana syariah yang ada, 

dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat bisa sangat besar jika tidak diterapkan 

penanganan yang tepat. Oleh sebab itu, OJK perlu terus meningkatkan pengawasan dan 

memperkuat mekanisme penegakan hukum agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini. 

Keberhasilan perlindungan hukum dalam meningkatkan kepercayaan investor 

juga bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak. Selain OJK dan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS), lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga 

berperan penting dalam menangani pengaduan konsumen dan memberikan edukasi 

mengenai hak-hak mereka. Sinergi antara lembaga-lembaga ini dapat menciptakan 

ekosistem perlindungan konsumen yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap produk berbasis syariah. 

Secara keseluruhan, perlindungan hukum memberikan dampak positif yang 

signifikan terhadap kepercayaan investor dalam berinvestasi pada reksa dana syariah di 

Indonesia. Regulasi yang jelas dan komprehensif memberikan rasa aman bagi investor, 

karena memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi melalui mekanisme pengawasan 

dan penegakan hukum yang efektif. Keberadaan DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah 

dan transparansi informasi dari manajer investasi semakin memperkuat keyakinan 

investor bahwa produk reksa dana syariah tidak hanya menguntungkan tetapi juga sejalan 

dengan nilai-nilai Islam. 

Walaupun tantangan seperti literasi keuangan yang rendah dan kasus-kasus 

pelanggaran tertentu masih ada, upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan 

perlindungan hukum dan edukasi masyarakat akan semakin memperkuat kepercayaan 

investor di pasar reksa dana syariah di Indonesia. Dengan bertambahnya kepercayaan 

masyarakat terhadap perlindungan hukum dalam investasi reksa dana syariah, partisipasi 

masyarakat di pasar modal berbasis syariah diharapkan akan meningkat. Kepercayaan ini 
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ada akhirnya akan mendorong pertumbuhan pasar modal syariah dan mendukung inklusi 

keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat12. 

Akhirnya, perlu ditekankan bahwa keberhasilan sistem perlindungan hukum tidak 

hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat 

akan hak-hak mereka sebagai konsumen Selain itu, tanggung jawab manajer investasi 

dalam menjaga integritas pasar juga sangat penting. Edukasi yang berkelanjutan 

mengenai pentingnya berinvestasi dengan bijaksana, serta pemahaman terhadap risiko 

dan manfaat setiap produk investasi, akan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem 

pasar modal syariah yang lebih sehat dan berkelanjutan 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang apat diambil dari pembahasan di atas, yaitu: 

1. Regulasi yang diterapkan di Indonesia menghadirkan perlindungan hukum yang 

memadai bagi hak-hak konsumen dalam investasi reksa dana syariah. Dengan 

adanya kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal serta Peraturan OJK Nomor 33/POJK. 04/2019, para investor 

terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan dan dijamin bahwa investasi 

mereka sejalan dengan prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) turut menjamin bahwa semua produk reksa dana syariah mematuhi ketentuan 

syariah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor. Meskipun masih 

dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan sejumlah kasus 

pelanggaran, upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi 

informasi dan pengawasan oleh OJK dapat memperkuat perlindungan ini. Secara 

keseluruhan, regulasi yang ada telah berhasil menciptakan lingkungan investasi 

yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen di pasar reksa dana syariah di 

Indonesia. 

2. Perlindungan hukum dalam investasi reksa dana syariah di Indonesia sangat penting 

untuk membangun kepercayaan investor. Regulasi yang jelas, seperti Undang-

 
12 A, Makur, S, Astutik. 2023. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan 

Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia. Surabaya: Jurnal Bisnis 



Undang Pasar Modal, memberikan perlindungan bagi hak-hak investor. 

Pengawasan ketat dari OJK dan peran Dewan Pengawas Syariah memastikan 

produk investasi sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan keyakinan investor 

tentang pengelolaan dana yang etis dan transparan. Sanksi bagi manajer investasi 

yang melanggar aturan juga menjamin keamanan bagi investor. Meskipun ada 

tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, upaya untuk meningkatkan 

pengawasan dan edukasi terus dilakukan, yang akan menambah kepercayaan 

investor. Jadi, perlindungan hukum yang baik membantu meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pasar modal syariah di Indonesia.  

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan, antara lain: 

1. Regulasi investasi reksa dana syariah di Indonesia berhasil melindungi hak 

konsumen. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk kinerja 

yang lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk 

meningkatkan pendidikan masyarakat tentang produk ini dan hak investor. 

Pengawasan manajer investasi juga harus lebih ketat untuk mengurangi 

pelanggaran. Transparansi informasi mengenai risiko dan biaya investasi 

perlu ditingkatkan agar investor bisa membuat keputusan yang lebih baik. 

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum 

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi reksa dana 

syariah. 

2. Perlindungan hukum pada investasi reksa dana syariah di Indonesia sangat penting 

untuk meningkatkan kepercayaan investor. Regulasi yang jelas, seperti Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan aturan OJK, memberikan rasa aman karena 

hak-hak investor dilindungi. Pengawasan OJK dan Dewan Pengawas Syariah 

memastikan kepatuhan pada prinsip syariah, menambah keyakinan investor. Ada 

sanksi untuk pelanggaran yang memperkuat rasa aman. Meski ada tantangan 

seperti rendahnya literasi keuangan, upaya peningkatan pengawasan dan edukasi 

diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor di pasar modal syariah. 
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